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Latar Belakang Masalah

Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia padaawal tahun 1996 dan
puncaknya tahun 1997, diputuskan pendelegasian oleh pemerintah pusat sebagian
kewenanganpengelolaan keuangan terhadappemerintah daerah, diharuskan setiap
daerah bisa membiayai pembangunan atas keuangannya sendiri yang tertuang
dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Otonomi daerah yang tertuang dalamUU
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, adalah pendelegasian
kewenangan kepada daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur
pengelolaanmengenai pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan mandiri
sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itu dalam rangka mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah
daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengawasan keuangan
daerah denganterbuka. Wicaksono (2012) mengemukakan pendamping BPKP
merupakan faktor positifpada opini audit, dan pendampingan BPKP berpengaruh
negatif pada opini audit dan pengaruh positif terhadap temuan audit. Nuraeni
(2010) dalam penelitiannya mengemukakan pemerintah daerah
mempuyaikewenangan untuk berkerjasama pendampingan dengan BPKP maupun
dengan konsultan selain BPKP.

Pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan
(BPK) meliputi, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai

kewenangannya yang terdapatpada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.



Setelah pemeriksaan selesai, BPK menyusun dan menyajikan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP). Penelitian yang di lakukan Siregar dan Setyaningrum (2015)
memberikan informasi dan gambaran tentang peran BPKP sebagai lembaga
pemerintah terutama di bidang pengawasan keuangan. Penelitian Siregar dan
Setyaningrum (2015) membuktikan bahwa, peran audit internal BPKP yaitu peran
audit kinerja dan audit operasional berpengaruh positif terhadap opini audit dan
berpengaruh negatif terhadap nominal audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang hasilnya beragam, maka penulis meneliti
kembali dengan topik yang sama. Penelitian ini mengacu pada Siregar dan
Setyaningrum (2015) akan tetapi terdapat perbedaan periode tahun anggaran,
penelitian yang diambil penulis dalam penelitian ini yaitu tahun anggaran 2013-
2015 sedangkan penelitian sebelumnya adalah tahun anggaran 2012. Penelitian ini
mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PERAN BADAN PENGAWAS
KEUANGAN PEMERINTAH (BPKP) TERHADAP OPINI AUDITOR DAN
TEMUAN AUDIT”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian tersebut, maka rumuskan masalah
penelitian adalah sebagai berikut

Apakah peran Badan Pengawas Keuangan Pemerintah (BPKP) tahun lalu
berpengaruh terhadap Opini dan Temuan audit tahun ini?

Apakah peran badan Pengawasan Keuangan daerah di tahun yang sama

berpengaruh terhadap pengungkapan Opini dan Temuan Audit?



Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah
guna mengetahui pengaruh peran BPKP terkait opini dan temuan audit di
pemerintah daerah.

Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah
sebagai berikut :

Aspek Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan terutama mengenai peran apa saja yang
dilakukan BPKP.

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya yang mengambil topik sama.

Bagi Praktisi

Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan mengenai peran BPKP apa saja yang berpengaruh dalam
perbaikan laporan keuangan pemerintah daerah terutama mengenai opini auditor
dan temuan audit.

Bagi Pemerintah

Memberikan informasi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan

perbaikan kualitas laporan keuangan daerah yang didampingi oleh peran BPKP.



